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Laut menjadi komponen strategis bagi kehidupan suatu bangsa, pun Indonesia yang
memiliki luas laut lebih dari 75% dari total keseluruhan. Luas laut Indonesia yang mencapai sekitar
5,8 juta kilometer persegi, dimana hal tersebut jauh lebih luas dari daratannya yang hanya sekitar
2,012 juta kilometer persegi. Kondisi geografis Indonesia yang semacam itu membuat Indonesia
memiliki banyak pulau bahkan menjadi salah satu negara kepulauan terbanyak di dunia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke
dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (Databoks, 2021). Sebagai negara kepulauan, laut
Indonesia menjadi jalur transportasi yang penting untuk menghubungkan antar pulau yang ada.
Tidak heran jika Indonesia menjadi negara kepulauan bahkan poros maritim dunia. Untuk
menunjang hal tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk lembaga untuk melindungi
keamanan laut Indonesia salah satunya adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(Bakamla RI).

Sejarah Bakamla

Pada awalnya pemerintah Indonesia membentuk Bakamla yang bertugas untuk melakukan
patroli keamanan dan keselamatan wilayah kedaulatan dan perairan Indonesia. Bakamla sendiri
merupakan badan atau lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab
langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Pada awalnya Bakamla bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia
(Bakorkamla RI) yang merupakan lembaga non struktural dengan tugas sama seperti Bakamla.
Bakorkamla  dibentuk  dengan  Nomor :  KEP/B/45/XI11/1972;  SK/901/M/1972;
KEP.779/MK/111/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tahun 1972 tentang Pembentukan
Badan Koordinasi Keamanan di laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama Keamanan di
Laut. Bakorkamla atau Bakamla dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri
Kehakiman dan Jaksa Mulia (Hasan, n.d.).

Pembentukan Bakamla bukanlah semata-mata untuk melakukan patroli di wilayah perairan
Indonesia namun juga untuk meningkatkan kualitas dan potensi bangsa yang dapat berasal dari
wilayah perairan serta melindungi dari berbagai ancaman yang ada. Keadaan yang terus
berkembang membuat pemerintah perlu melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap
peraturan yang menyangkut Badan Koordinasi Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi
antar beragam instansi pemerintah di sektor keamanan laut. Untuk merealisasikan hal tersebut,
melalui  Keputusan Menteri  Koordinator Bagian Politik dan Keamanan Nomor
Kep.05/Menko/polkam/2/2003, dilakukan kumpulan Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan
dan Penegakan Hukum di Laut. Mengingat bahwa Bakorkamla akan menyusun kebijakan nasional
terkait keamanan wilayah Indonesia maka perlu dilakukan persiapan yang matang hingga pada 29
Desember 2005, setelah melewati serangkaian seminar dan rapat koordinasi maka diputuskan
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melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla) menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Hasan, n.d.).

Setelah berproses cukup lama hingga disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Keamanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) resi berganti nama menjadi
Badan Keamanan Laut (Bakamla). Undang-undang yang ditandatangani Bapak Presiden Indonesia
Joko Widodo tersebut menyebutkan bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Bakamla memiliki tugas untuk melakukan patrol
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau
wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen dan
Zona Tambahan. Luas Landas Kontinen yang mencapai kedalaman 200 meter dan batas laut
teritorial sejauh 12 mil dari garis lurus serta perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200
mil dari garis dasar laut (Lasabuda, 2013), ditambah kekayaan alam Indonesia yang sangat kaya
tentu dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia sendiri. Penjagaan wilayah perairan Indonesia
harus direncanakan secara matang.

Profil Bakamla

Sebagai badan yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Bakamla menjadi badan yang dilengkapi dengan struktur organisasi bahkan visi misi
yang jelas dalam sub bab ini akan dijelaskan secara urut dan lengkap terkait seluruh komponen
yang termasuk dalam profil dari Bakamla.

Struktur Organisasi dan Jobdesk Bakamla

Sebagai sebuah badan, Bakamla tentu memiliki susunan struktur organisasi untuk
mengkoordinir dan menunjang fokus tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut
merupakan bagan dari struktur organisasi yang ada di Bakamla, yaitu :
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Sesuai dengan bagan yang tertera, sejak 31 Januari 2020 Bakamla dikepalai oleh
Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S. Sos., M.M. Beliau merupakan seorang perwira tinggi TNI-
AL dan jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2020. Sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Pasal 6, Kepala Bakamla mempunyai tugas memimpin
Bakamla dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla. Struktur organisasi Bakamla
menjadi sangat kompleks karena per deputi bidang akan dilakukan pembagian tugas termasuk pada
Sekretaris Utama; Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama; Deputi Bidang Operasi dan
Latihan; Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; Inspektorat; dan Kepala Kantor Kamla Zona
Maritim. Pembagian susunan organisasi dari masing-masing bidang akan digambarkan melalui
sebuah bagan di bawah ini :
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Gambar 2 Struktur Organisasi Bakamla - Sekretariat Utama
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Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,
dijelaskan bahwa pada Pasal 7 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh
Sekretaris Utama. Adapun Pasal 8 mengatakan bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.
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Gambar 3 Struktur Organisasi Bakamla - Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

Sumber : https://bakamla.qgo.id/profil/strukturorganisasi

Pada Pasal 11 Perpres Nomor 178 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Deputi Bidang Kebijakan
dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi ini memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
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Gambar 4 Struktur Organisasi Bakamla - Deputi Bidang Operasi dan Latihan

Sumber : https://bakamla.qgo.id/profil/strukturorganisasi

Pada Deputi Bidang Operasi dan Latihan menurut Perpres Nomor 178 Tahun 2014 adalah
unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah tanggung jawab kepada
Kepala. Deputi ini memiliki tugas untuk melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan
dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk
penyusunan norma, standar, kriteria dan prosedur mengenai keberlangsungan operasi dan latihan,
penindakan, pengejaran, pengawasan serta penyimpanan barang bukti sebelum diserahkan ke
pihak berwajib.
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Gambar 5 Struktur Organisasi Bakamla - Deputi Informas, Hukum dan Kerjasama

Sumber : https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi

Kembali merujuk pada Perpres Nomor 178 Tahun 2014, tugas dari Deputi Bidang
Informasi, Hukum dan Kerja Sama diatur dalam Pasal 20. Sedangkan deputi Bidang Informasi,
Hukum dan Kerja Sama itu sendiri adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum dan
kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi ini mempunya
tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum dan kerja sama
penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia. Hal tersebut termasuk penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerjasama nasional,
regional dan multilateral di bidangnya, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam
bidang informasi, hukum dan kerja sama.
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Gambar 6 Struktur Organisasi Bakamla — Inspektorat

Sumber : https://bakamla.qgo.id/profil/strukturorganisasi

Inspektorat menjadi unsur pengawas dalam struktur organisasi Bakamla. Inspektorat dalam
hal ini adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang sama seperti Deputi yang lain, Inspektorat
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan melakukan koordinasi administrasi
oleh Sekretaris Utama. Tugas pengawasan intern Inspektorat termasuk menyiapkan dan
melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan intern, penyusunan laporan hasil pengawasan
dan pelaksanaan administrasi Inspektorat.
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Gambar 7 Struktur Organisasi Bakamla - Kepala Kantor Kamla Zona Maritim

Sumber : https.//bakamla.qo.id/profil/strukturorganisasi

Bagian organisasi Bakamla ini memiliki tugas untuk melaksanakan penindakan,
penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum laut dengan pembentukan Unit
Penindakan Laut dan merepresentasikan lembaga dengan kewenangan untuk menegakkan hukum
laut yang berlaku. Sedangkan untuk tugas teknis operasional dan tugas penunjang lainnya akan
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis. Hal tersebut dibentuk untuk menunjang kinerja dari
Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi perairan Indonesia dan berbagai ancaman yang mungkin dapat terjadi.

Instansi Terkait

Bakamla menjadi sebuah badan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan
di wilayah perairan Indonesia dan dalam dunia internasional Bakama memiliki nama Indonesia
Coast Guard (ICG). Namun faktanya badan atau instansi yang memiliki tugas seperti Bakamla
tidak hanya satu. Terdapat beberapa badan yang berwenang atas keamanan laut Indonesia, yaitu
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea Cukai (BC),
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Kesatuan Penjaga Laut dan
Pantai (KPLP) (Nazili Abdul Azis, 2016). Dari sekian banyak badan yang memiliki kewenangan
mirip dengan Bakamla adalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Dalam kancah
internasional KPLP dikenal dengan Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) dan dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, berbunyi “Peayaran
merupakan satu kesatuan system yang terdiri atas angkatan di perairan, kepelabuhan, keselamatan
dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”, (Indonesia, Undang-undang Republik
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Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 2008). KLPL memiliki tugas lebih spefisik
yaitu menegakkan hukum keamanan dan keselamatan laut Indonesia di bidang pelayaran
internasional.

Meskipun badan di atas memiliki tugas besar yang sama yaitu menjaga keamanan dan
keselamatan wilayah perairan Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan untuk tugas yang
lebih spesifik, missal TNl AL selain menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional
Indonesia, TNI AL juga memiliki tugas diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri
yang ditetapkan pemerintah juga bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan
kekuatan matra laut. Sedangkan Polisi Air memiliki tugas spesifik, yaitu melakukan patrol
perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta pencarian dan penyelematan apabila
terjadi kecelakan di perairan. Pada Bea dan Cukai memiliki tugas spesifik yaitu untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus barang masuk dan keluar daerah
pabean termasuk melakukan pemungutan bea masuk dan cukai dari negara lain berdasarkan pada
undang-undang yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan (PSDKP), yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan di bidang
pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan
perikanan, pengelolaan ruang laut, operasi kapal pengawasan dan pemantauan serta peningkatan
infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan juga mengatur kebijakan tindak pidana kelautan
dan perikanan (Perikanan, n.d.). Dapat diartikan bahwa PSDKP lebih berfokus untuk mengatur
tentang sumber daya alam yang berada di laut dan sekitarnya.

Visi dan Misi Bakamla

Bakamla memiliki visi yang digunakan sebagai gambaran besar mengenai apa yang ingin
dicapai dan misi yang menjadi penjabaran dari apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Berikut merupakan visi dan misi dari Bakamla, yaitu :

Visi
“Terwujudnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional dalam

rangka menuju Indonesia mau yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-

royong.”

Misi

1. Meningkatkan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran
hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia dengan berpedoman
pada ketentuan hukum nasiona dan internasional.

2. Memperkuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wiliyah
yurisdiksi Indonesia untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritime
dunia.

3. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan yang mandiri
dan kuat berbasiskan kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia dan di
wilayah yurisdiksi Indonesia.



Tujuan Dibentuknya Bakamla

Sebagai badan yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,

Bakamla memiliki 2 tujuan utama, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan dan keselamatan di wilayah di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia dengan sistem informasi/sistem peringatan dini dan coast
guard diplomasi yang berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional.
Terwujudnya kapasitas kelembagaan, tersedianya sarana dan prasarana operasi
keamanan dan keselamatan laut dan sumber daya manusia yang profesional, handal
dan lugu.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)

Sasaran Strategis

Bakamla dibentuk juga dengan sasaran strategis agar dapat menjadi standar capaian

dan dapat menjadi evaluasi agar kinerja yang diberikan tetap yang terbaik. Berikut
merupakan sasaran strategis dari Bakamla, yaitu :

1.

2.

ok~

Meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia secara terpadu.

Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel.

Mewujudkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern,
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang
profesional, berkompetensi tinggi dan non sektoral.

Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan
modern berbasis sistem peringatan dini.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)



Makna Logo Bakamla

Gambar 8 Logo Bakamla

Sumber : https://bakamla.qgo.id/profil/logo

Bakamla memiliki simbol dengan maknanya masing-masing dari setiap elemen yang
digunakan, yaitu :

e Terdapat tulisan berbahasa Indonesia Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang
menjadi identitas dan nama dari badan tersebut. Bakamla dalam bahasa Inggris
adaah Indonesia Maritime Security Board (IMSB) atau Indonesian Coast Guard.
Simbol Garuda menjadi arti dari lambang negara Indonesia.

Bola Dunia memiliki arti dari siap melaksanakan tugas-tugas yang ada baik dalam
segi nasional maupun internasional.

Jangkar melambangkan lingkup kerja Bakamla yang ada di wilayah laut.

Tombak Bermata Tiga, merupakan senjata dari tokoh mitologi Yunani yang
dianggap sebagai Dewa Laut yaitu Dewa Neptunus. Tombak bermata tiga menjadi
simbol dari kekuatan dan kemampuan agar mampu mewujudkan keselamatan,
keamanan dan tegaknya hukum di wilayah perairan Indonesia.

Tambang menjadi simbol dari persatuan.

Kesatuan Bintang yang menjadi cerminan semangat pengabdian dan kehormatan
bangsa dan negara dari Bakamla.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)
Sumber Pendanaan

Sebagai badan yang berfungsi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan yurisdiksi
perairan Indonesia tentu saja Bakamla membutuhkan sarana untuk menunjang kinerjanya. Sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan


https://bakamla.go.id/profil/logo

Laut Pasal 42 dikatakan bahwa, “Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas,
fungsi dan kewenangan Bakamla dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan
Negara”. Anggaran Bakamla pada tahun 2020 yang disetujui DPR mencapai Rp. 400 miliar
(Sutari, 2020).
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